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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Instrumen Penelitian 

Pedoman Wawancara 

 

NO. Pertanyaan 
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Pertanyaan 
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tujuan dari Peneran 

Prinsip Good 
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Ukuran dan tujuan 
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Good Corporate 

Governance 

Sub Bidang Penyusunan 

Program 
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Program 
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Sub Bidang Penyusunan 

Program 

5. Apakah ada saran 

atau masukan 

terhadap 

penerapan prinsip 

GCG? 

Perkembangan 
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governance 

Sub Bidang Penyusunan 

Program 

6. Bagaimana BPSDM 

memaknai tranparansi 

sebagai suatu prinsip 

dan bagaimana 

penerapan 

transparansi sebagai 

salah satu indikator 

GCG pada BPSDM 

Jatim? 

 

Prinsip GCG 

Sub Bidang 

Penyusunan 

Program 

7. Apakah tranparansi 

dapat memudahkan 

bpsdm dalam 

menentukan dan 

membuat kebijakan? 

Prinsip GCG Sub Bidang 

Penyusunan 

Program 
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8. Bagaimana penerapan 

akuntabilitas sebagai 

salah satu indikator 

GCG pada BPSDM 

Jatim? 

 

 

Prinsip GCG 
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Penyusunan 

Program 
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Program 

10. Bagaimana penerapan 

Kemandirian sebagai 

salah satu prinsip GCG 

pada BPSDM Jatim? 

 

Prinsip GCG 

Sub Bidang 

Penyusunan 

Program 

11. Bagaimana 

penerapan 

Kewajaran sebagai 

salah satu prinsip 

GCG pada BPSDM 

Jatim? 

 

Prinsip GCG 

Sub Bidang 

Penyusunan 

Program 

12. Bagaimana penerapan 

Responsibilitas sebagai 

salah satu prinsip GCG 

pada BPSDM Jatim? 

 

Prinsip GCG 

Sub Bidang 

Penyusunan 

Program  

13. Apakah ada saran atau 

masukan terhadap 

penerapan prinsip gcg? 

 

Perkembangan Good 

corporate governance 

Sub Bidang Penyusunan 

Program 

14 Apakah Kualitas kerja 

daripegawai bertambah 

setelah ada penerapan 

GCG? 

Peningkatan kinerja 

menurut indikatornya 

 

 

Pegawai Bidang 

Pengembangan 

Kompetensi Dasar dan 

Manajerial, serta Staf Tata 

Usaha BPSDM  

15 Apakah kuantitas 

kinerja pegawai 

bertambah setelah ada 

penerapan GCG? 

Peningkatan kinerja 

menurut indikatornya 

 

Pegawai Bidang 

Pengembangan 

Kompetensi Dasar dan 

Manajerial, serta Staf Tata 

Usaha BPSDM 

16  Apakah ketetapan 

waktu dalam 

pengumpulan kerja 

semakin meningkat 

Peningkatan kinerja 

menurut indikatornya 

 

Pegawai Bidang 

Pengembangan 

Kompetensi Dasar dan 
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pada penerapan GCG? Manajerial, serta Staf Tata 

Usaha BPSDM 

17 Bagaimana dengan 

efektivitas  kinerja 

pegawai setelah 

BPSDM menerapkan 

prinsip GCG? 

Peningkatan kinerja 

menurut indikatornya 

 

Pegawai Bidang 

Pengembangan 

Kompetensi Dasar dan 

Manajerial, serta Staf Tata 

Usaha BPSDM 

18 Bagaimanana dengan 

kemandirian pegawai 

BPSDM selama ini 

berlaku dalam 

penerapan GCG? 

Peningkatan kinerja 

menurut indikatornya 

 

Pegawai Bidang 

Pengembangan 

Kompetensi Dasar dan 

Manajerial, serta Staf Tata 

Usaha BPSDM 

19. Apakah terdapat 

hambatan dan kendala 

yang dialami BPSDM 

dalam Penerapan GCG 

dalam Meningkatan 

mutu kepegawaian 

? 

Hambatan dan 

kendala Penerapan 

GCG dalam 

meningkatkan mutu 

pegawai 

Pegawai Pengembangan 

pangajaran kompetensi 

20. Apakah ada saran atau 

masukan terhadap 

penerapan prinsip 

GCG? 

Perkembangan Good 

corporate governance 

Pegawai Pengembangan 

pangajaran kompetensi 
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Wawancara riset 

Narasumber  : Ibu Nurul 

Waktu   : 31 Mei 2022 

Tempat  : Sub Bidang Penyusunan Program BPSDM Jawa Timur 

Peneliti         : Transparansi apa yang dilakukan Oleh BPSDM Jawa Timur dan     

seperti apa bentuknya. 

Ibu Nurul  : Tranparansi disini itu, cenderung disini ya, kalau sesuai yang saya 

kelola    seperti yang saya kelola yaitu tranparansi dalam 

pengelolaan kinerja jadi transparansinya itu kami untuk tranparansi 

itu ada aplikasinya, jadi itu ada tools untuk mendukung terciptanya 

transparansi dalam kinerj BPSDM ya kalua anggran kan subbag lain 

yang menangani  dan Website nya , jadi itu ada tools untuk 

mendunkung terciptanya tranparansi dalam peningkatan kinerja 

BPSDM, jadi data kinerja yang dikelola semua bidang itu bisa 

langsung kami  lihat melalui aplikasi, ada aplikasi jadi nanti kalua 

sampeayan pengen liat seperti apa aplikasinya bisa dilihatkan. Jadi 

lewat aplikasinya itu sudah tergeneral. itu sudah tergeneral jadi 

tentang Output Kinerja itu seperti apa terus perencanaan kinerja itu 

seperti pa nama aplikasinya itu dimple Digital  Management 

Planing and Evaluation jadi tranparansi yang ingin kami itu ada 

disitu, jadi data berapapun itu masuk disitu. 

Penulis  : apakah Website resmi BPSDM juga termasuk di dalam upaya badan 

ini untuk menerapkan tranparansi? 

Ibu Nurul  : Iya mas, karena pada Website resmi BPSDM itu kaya sebuah portal 

tampilan utama dari mata umum untuk memperlihatkan seberapa 

transparan badan ini, kami berusaha menunjuka sedetail 

mungkinmengenai segala aktivitas dan upaya kami dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu website kami 

merupakan website yang lengkap mengenai konten. Jadi hal-hal yang 

perlu dan layak untuk dipublikasikan sudah kita tampilkan di website 

. keigatan agenda dan segala bentuk infomasi yang kita sajikan 

mungkin adalah sumber infomasi yang paling valid daripada 

beberapa akun-akun media sosial resmi kami. 

Penulis  : Bagaimana penerapan Akuntabilis sebagai salah satu prisnsip Good 

Corporate Governance pada BPSDM Jawa Timur? 

Ibu Nurul  : Kalau  akuntabilitas disini itu jadi dibilang akuntabilitas bila suatu 

unit kerja sudah melaksanakan tugas sesuai Tupoksi yang 

diamanatkan di peraturan dalam Perundang-undangan, nah tupoksi 
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itu nanti kan di, jadi dalam pelaksanaan tupoksi nanti akan menerima 

alokasi anggaran, nah apakah alokasi anggaran ini sudah digunakan 

sesuai dengan tupoksi yang mereka kerjakan? Nah disini lah 

Akuntabilitas itu , jadi kalua akutabilitas itu sudah sesuai dengan 

Outputnya juga sudah terlaksanakan, kan ada juga ini jadi 

akuntabilitas dan transparansi harus berjalan berdampingan ya. Jadi 

nanti kalau mereka ngasih Outout kinerja kami itu ada sistem cek ke 

bidang bener gak ini? Jadi misalkan dalam satu kegiatan itu mereka 

menuliskan  untuk pelatihan itu output nya menuliskan 30 nah kita 

cek bener ga Itu bisa dilihat dari satu bidang berapa orang, daftar 

hadirnya berapa. Jadi akuntabilitas ini dalam kaitanya pengelolaan 

kinerja itu disesuaikan dengan tupoksinya nanti anggrannya itu sudah 

sesuai, nanti outputnya  sudah sesuai. Nah itu sudah tercipta 

akuntabilitas dalam pelaksanaan kinerja. Seperti di SAKIP bisa 

sampean lihat memamng sakip itu kaya kesimpulan ya, jadi kaya 

rangkuman kinerja disini di bidang A tupoksinya apa, anggaranya 

berpa, yang dikelola berapa dan dalam bentuk apa. Nah jadi kalau 

kami kan kalau disakip kan masih datanya general, tapi kami ada 

usaha sutau Ketika usaha untuk terjun ke bidang-bidang dan cek, jadi 

kami tidak berhenti pada pelaporan yang diberikan kepada bidang, 

ada usaha ‘jemput bola’ . kami kirimkan surat agara bisa cek secara 

langsung untuk melihat LHP (Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan) 

jadi kalau kamu habis melaksanakan kegiatan itu kan kaya ada 

laporan apa-apa saja itu kumpul jadi satu dalam LHP. Jadi ini yang 

kami cek audit lah kalau dibahasa keuangan. Itu kalau di output 

akuntabilitas dalam perencanaan. nah kalau dalam perencanaan tuh 

jadi waktu unit kerj yang disana melaksanakan penyusunan laporan 

kinerja misalkan dan ini aku mau bikin ini, nanti kan jumlah peserta 

berapa orang, nah ini yang kami   cek. Jadi memang dari awal kami 

sudah memastikan bahwa perencanaan outputnya itu jelas kalau 

sudah dipastikan jelas nanti insyallah kebelakangnya kan jelas ada 

kegiatan tuh ambigu. 

Penulis  : Bagaimana penerapan Kewajaran  sebagai salah satu prisnsip Good 

Corporate Governance pada BPSDM Jawa Timur? 

Ibu Nurul  : “kewajara ini kalau di aku memper-memper dengan yang 

sebelumnya karena km dikinerja, kewajaran ini nanti itu larinya ke 

kelembagaan internal, jadi gini apabila ada suatu fungsi internal itu 

bersinggungan dengan, contohnya sebelum tahun 2021 itu fungsi 
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pengeloaan teknologi informasi ada di bidang PPK dengan adanya 

aturan yang baru permendagri itu mengamanatkan bahwa TIK itu 

disekertariat, ini kwajaran yang kami terkait konsep kewajaran 

mangkanya itu kami kmren usulkan kaya perubahan pergub 

kelembagaan jadi kamu menindak lanjuti itu tadi akhirnya ada 

perubahan kelembagaan yang awalnya dulu teknologi informasi ada 

di bidang PPK sekarang terpisah di sekertariat. Jika kami biarkan 

nanti kan ada pemangku kepentingan yang berbenturan, untuk 

memenuhi ini yang kemarin salah satu contohnya itu dulu di bidang-

bidang ada istilah TIM IT yang tersebar dibidang-bidang sekarang tuh 

it berada dibawahnya sub bag umum tapi jika terkait dengan 

Supporting IT pemenuhan hak-hak mereka nanti difasilitasi. Selain 

itu penyediaan jasa dari pihak ketiga semacam cleaning service dan 

keamanan itu hanya dialokasikan untuk gaji saja padahal dulu 

sebelum aturan yang baru mereka kan oleh CV penyedia jasa dapat 

seragam dan alat-alat, nah ketentuan baru itu tidak boleh hanya gaji 

saja, nah mangkanya dalam dokumen anggaran kami itu ada 

kebutuhan alat mereka hingga seragam mereka itu kita yang 

alokasikan jadi kita penuhi hak mereka jadi mereka tinggal 

melaksanakan kewajiban mereka.” 

Penulis  : Bagaimana penerapan Kewajaran  sebagai salah satu prisnsip Good 

Corporate Governance pada BPSDM Jawa Timur? 

Ibu Nurul  : Garis besar responsibiltas itu disini kaitnya sama denganpengolaan 

kinerja responsibility ini diwujudkan dalam bentuk pelaporan kinerja, 

tapi istilahnya itu hanya mereka yang memiliki wewenang hanya 

pejabat structural saja tapi secara pegawai itu ada sebenarnya di SKP. 

Tapi kalau pertanggung jawaban dari pejabat-pejabatnya itu dalam 

bentuk laporan kerja jadi nanti mereka dalam laporan kinerja itu nanti 

terdapat di sakip sebagai bentuk-bentuk responsibilitas itu disitu. Jadi 

pertanggungjawaban mereka itu lebih kepada laporan kinerja yang 

berada di sakip. Mereka melaksanakan apa, outputnya apa. Karena 

pertanggungjawaban itu di semua bidang juga ada  dan biasa disertai 

dengan dokumen dan laporan kinerja. 

Penulis  : Apa sih faktor penghambat yang di alami BPSDM dalam penerapan 

Good Corporate Governance?  

Ibu Nurul  : tranparasni masih menjadi hal yang sangat sulit karena lebih kalau 

bahasaku itu lebih cenderung ke attitude itu adalah sesuatu yang 

paling sulit untuk dihadapi, kalau yang lain itu masih gampang seperti 
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didokumenkan masih bisa tapi kalau tranparansi itu kadang-kadang 

cenderung ke sikap kalau menurutku, jadi kalau sikapnya itu apalagi 

kalau kita gak kenal secara ini ya (personal) itu paling susah untuk 

diawasi dan dilihat kalau yang lain kan gak sulit, tapi kalau 

tranparansi masih dirasa sebagai tuntutan oleh pegawai kalau 

kemandirian responsibilitas adalah sesuatu yang istilahnya itu urgent. 

Sekarang sebagus apapun km kerja tapi kalau kamu gak transparan, 

itu kan tanda kutip ya, yakan? Sebagus apa nilaimu tapi kalau 

pegawaitidak tranparan dalam bekerja . madiri dalam bekerja tapi jika 

tidak tranparan sudah jatuh itu oleh karena itu tranparansi adalah 

prinsip yang paling sudah untuk dijalankan pada penerapa GCG ini. 

 

Wawancara Riset 

Narasumber  : Ibu Ratnasari staff Bidang Kompetensi Dasar dan Manajerial 

Waktu  : 01 Juni 2022 

Tempat  : Bidang Kompetensi Dasar dan Manajerial 

Peneliti  : Apakah kualitas kinerja bertambah setelah adnya Penerapan Good 

Corporate Governance? 

Ibu Ratnasari ;Kualitas kerja itu sendiri itu proses atau cara bagaimana seseorang 

meningkatkan kerjanya atau prestasi kerjnya, jadi bagaimana 

seseorang itu meningkatkan kualitasnya dalam bekerja biasanya 

tergantung dari masing-masing individu pegawai tersebut mereka 

mampu bekerja lebih baik atau tidak, jadi tegantung pada pribadi 

masing- masing tergantung kemampuan pegawai tersebut., terus 

dengan adanya peneran GCG yang telah dilakukan BPSDM, untuk 

aku sendiri yang dirasa setelah ada GCG mungkin bisa dibilang 

lumayan bagus, itu tergantung masing-masing orang tersebut menjadi 

lebih semangat karena prinsipnya sek fresh banget lebih mudah dalam 

dilakukaknya kecepatan dalam bekerja, lebih mudah untuk 

bekerjasama dengan pegawai yang lain, gampang tekoneksi juga, 

mangkanya mungkin kualitas kinerja menjadi lumayan bagus. Dan 

lek bidangku sendiri kualitas kerjane berhubung kegiatan kita banyak 

dan pegawainya sedikit jadi rodok amburadul jadi berusaha 

semaksimal mungkin unntuk memanfaatkan transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas dll dalam pemberian kinerja yang 

terbaik”. 

Peniliti  : Apakah  ada peningkatan kuantitas kinerja pegawai bertambah 

setelah ada penerapan Good Corporate Governance? 



88 
 

 

Ibu Ratnasari : Dari penerapan GCG juga telah memberikan dampak sih terhadap 

kuantitas kinerja kami, kan kuantitas jadi masing-masing pegawai 

terkendala dengan pencapaian jumlah kerja yang banyak pekerjaan 

maka pegawai lainya juga saling membantu tapi ya iku mangkane 

meskipun amburadul kita tetap saling membantu dalam capaian 

kuantitas kinerja, sistem tranparansi dan akuntabilitas tentang 

pekerjaan di dalam penerapan GCG sangat membantu kita dalam 

kuantitas pekerjaan yang ada apalagi sisitemnya kan sangat terbuka 

bisas dilihat oleh seluruh badan bahkan publik diluar jadi kita tahu 

seberapa banyak pekerjaan yang belum terselesaikan baik bulan atau 

tahun tapi kitab isa saling membantu pekerjaan dan digarap bareng-

bareng gitu lo sehingga kuantitas kerja kita menjadi semakin banyak. 

Peneliti  : Bagaimana pengaruh penerapan GCG dalam ketetapan waktu 

seperti apa yang anda terapkan terhadap bidang pekerjaan anda? 

Ibu Ratnasari : Untuk ketetapan waktu,sebenere kita sangat fleksibel pokoknya atau 

seneengaknya kitab isa mengira-ngira kita buat surat ini dadakan atau 

enggak kira-kira satu minggu sebelume kalua bisa atau mungkin 

sebelum acara dimulai pokonya selama longgrar lek isok nyicil hal-

hal harus dipersiapkan terhadap kegiatan yang terdekat, kegaitan-

kegiatan tersebut bisanya selain ad ask tugas bagi kita, tapi juga bisa 

melalui website jadi menjadi double pengingat gt lo terhadap tanggal 

kegiatan dan surat atau perelengkapan apa yang harus disiapakan 

sesuai ketetapan waktu, jadi penetapan waktu di kita tu fleksibel tapi 

tetap harus mengetahui batas waktu, dengan penerapan gcg kita 

dituntut untuk kalua nganggur itu ya mualai nyicil persiapan kegiatan 

pelatihan maupun persiapan surat-surat serta dokumen. Jadi 

peningkatan juga kita alami sebagai pegawai pada ketetapan waktu. 

Peneliti  : Bagaimana dampak penerapan GCG terhadap peningkatan 

efektivitas dalam bidang pekerjaan anda ? 

Ibu Ratnasari  :Peningkatan efektivitas itu kan berarti bagaimana cara-cara 

seseorang dalam bekerja itu dia efektif atau enggak jadi dalam waktu 

dia bekerja itu dia melakukan pekerjaan efektif atau engga. Dalam hal 

ini yaa seorang pegawai juga bisa dalam efektif menggunakan sumber 

daya yang ada seperti saat bekerja kita menggunakan media teknologi 

sperti zoom kan itu perlu jadi peningkatan efektivitas kinerja setelah 

adanya penerapan GCG juga pasti ada. Pemanfaatan sumber daya 

untuk mencapai efektivitaspekerjaan itu sangat tinggi.jadi ya gitu 

dengan cara kita memanfaatkan sumberdaya untuk mencapai 
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efektivitass kinerja kita terus saling kita tingkatkan manjadi semakin 

lebih baik sih. 

Peneliti : Bagaimana prinsip GCG dapat meningkatkan kemandirian dalam masing-

  masing pegawai dan seberapa penting kemadirian tersebut ? 

Ibu Ratnasari :  Sebenarnya kemandirian seorang pegawai  adalah hal sangat 

penting, yang penting mandiri bukan berarti bekerja sendiri kan, 

selama dia bisa melakukanya sendiri, selama dia mampu 

melakukanya sendiri  ya mending dikerjakan sendiri nanti kalau 

enggak, kesulitan yang harus saling membantu. Kemandirian bukan 

berarti harus bekerja yang individual banget, gak ngereken koncone 

seh enggak  yaha kalau dia mampu untuk mengerjakanya ya monggo 

sebaiknya dikerjakan sek jika ada kesusahan dan bingung baru bisa 

diabtu. Spseri prinsip yang utama tadi itu lo kami ini sangat 

menjunjung tinggi bekerjasama rasa ini yang kami seslalu jaga, 

setidake seng tak rasain lo ya. Selain itu semua kan kemandiria  juga 

sebuah entitas kita sebagai pegawaii kan ya bagaiana kita sanggup 

dalam mengerjakan pekerjaan kita tanpa harus diawasi oleh pengawas 

dan sealalu dibantu tapi dalam hal jika pegawai mengalami 

kebingungan dan ketidak sanggupan y akita bantu agar dapat menjadi 

semakinefektif kitanyaa. 

 

Wawancara Riset 

Narasumber   : Ibu Lia Staff Tata Usaha BPSDM Jawa Timur 

Waktu  : 02 Juni 2022 

Tempat  : Tata Usaha BPSDM Jawa Timur 

Penliti  : Apakah kualitas kinerja bertambah setelah adnya Penerapan Good 

Corporate Governance? 

Ibu Lia  : Kualitas kinerja itu kan peningkatan mutu kita dalam melaksankan 

perkrjaan ya jadi di tempat kita bekerja bisa dilihat dari output 

pekerjaan kita ya ,dimana hasil itu bisa diteruskan atau hanya sampai 

ditingkat BPSDM aja. Tapi itu pun tergantung dari bobot pekerjaan 

kita harus berhubungan dengan pihak luar  atau di interior kita saja 

intinya apa yang kita hasilkan itu bisa di dapat orang luar atau berkas 

yang kita hasilkan dilihat oleh orang luar khususnya diluar BPSDM 

selam hal itu bisa diperboleh kan. Kualitas kinerja kami sangat 

dipengaruhi langsung oleh prinsip gcg khususnya tranparansi ya mas 

ya, karena seperti yang saya sudah bilang tad ikan kalau tugas kita di 

TU itu mengerjakan pemberkasan, dan pemberkasan itu harus di setor 
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baik dari internal BPSDM atau atasan, atau juga bisa pada luar 

BPSDM yang dimana kita menggunakan laman di website itu. Jadi 

jika ditanya penerapan GCG di BPSDM itu bagaiman terhadap 

kinerja kita ya tentu menjadi semakin lebih baik dan terarah kalau 

saya bilang.  

Peneliti  : Apakah  dari peningkatan kuantitas kinerja pegawai bertambah 

setelah ada penerapan Good Corporate Governance? 

Ibu Lia  : Jika peningkatan kuantitas memang, Kembali lagi pada waktu yang 

diberikan ya, gitu jadi tergantung pada bobot pekerjaan kita, tapi 

kalau saya pribadi biasanya hari ini selesai ya harus selesai. Jadi 

Ketika besok ada pekerjaan lagi ya bisa cepet selesai gak numpuk-

numpuk gitu ya kaya gak ketumpukan dengan tugas atau pekerjaan 

sebelumnya, jadi setelah adanya GCG ini kami dituntut untuk sebisa 

mungkin tidak menunda dengan batas waktu yang ada. 

Peneliti  : Bagaimana pengaruh penerapan GCG dalam ketetapan waktu 

seperti apa yang anda terapkan terhadap bidang pekerjaan anda? 

Ibu Lia  : Untuk ketetapan waktu memang tergantung pada tugas yang, balik 

lagi kepada tugas yang diberikan.Karena tidak semua tugas itu bis 

akita selesaikan hari ini gitu, karena ada beberapa tugas harus ada 

tindak lanjut dengan pihak luar yang harus kita tunggu respon dari 

pihak yang kita hubungi, jadi tergantung pada kualitas pekerjaan itu 

sendiri, yaaa itu bobotnya. Dalam penerapan GCG ini yang saya rasa 

kita di Tata usaha gak boleh menunda pekerjaan dengan ketetapan 

waktu yang ada ya, kita gak boleh kalau itu deadline ya harus, 

sebelum deadline itu kita misalkan kita harus ada pekerjaan 

memasukan lewat website sebelum ada deadline sebelum tanggal 

sekian, jam 23.59 jam 12 malem kurang satu menit deadline seperti 

apapun itu harus kita sesuaikan itu juga terpengaruh kan dengan 

responsibilitas dan akuntabilitas yang ada pada penerapan GCG jadi 

kita gak boleh dan gak bisa meremehkan ketetapan atau batas waktu 

pekerjaan yang sudah diberikan ke kita. 

Peneliti  : Bagaimana dampak penerapan GCG terhadap peningkatan 

efektivitas dalam bidang pekerjaan anda ? 

Ibu Lia  : Efektivitasnya itu sekrang setelah adanya BPSDM menerapkan 

GCG ini, eranya sudah masuk digital ya, sudah lebih menghemat 

waktu, Ketika ada surat yang kita proses keluar kita tidak Ketika kita 

terburu waktu tidak perlu mengirim kita cukup mengirim via email, 

whatsapp, begitu juga surat balasan dari pihak yang bersangkutan itu 
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bis akita terima dengan cepat jadi yaa eranya digital jadi sangat-

sangat membantu terutama pada efektivitas waktu yaa terutama disitu 

maka pada efektivitas waktu ada, jawaban-jawaban itu cepet maka 

pekerjaan akan lebih efektif dan lebih cepet selesai. 

Peneliti  : Bagaimana prinsip GCG dapat meningkatkan kemandirian dalam 

masing-masing pegawai dan seberapa penting kemadirian tersebut ? 

Ibu Lia  : Seharusnya iya, jadi permasalah yang ada di pns itu kan dengan 

banyak nya PNS yang tidak muda lagi diajak untuk belajar lagi juga 

udah agak susah ya, jadi ya sedikit mejadi menghambatb bagi kita-

kita yang masih muda, masih mau belajar gitu jadi Ketika kita butuh 

apa ya teman untuk menyelesaikan itu menjadi hambatan bagi kami 

jadi harus y aitu memang yang harus diperbaiki dari kemandirian 

seorang PNS itu ya merubah mindest mereka itu yang harus dirubah 

diperbaiki, masih banyak kendala kalau dikemandirian itu. Terkadang 

kan bisa dikatakan PNS itu kan pekerjaan yang kata orang berada di 

zona nyaman. Zona nyaman dan aman jadi itu yang mebuta beberapa 

orang berpikir masio gak tak kerjakno yo pasti onok seng ngerjakno . 

nah akhirnya ditumpahkan lah tugas yang tidak dikerjakan ke 

temanya yang lain karena itu jadi memamg agak sulit kalau di 

kemandirian. Belum belum sampai kemandirian hanya beberapa 

orang aja yang bisa gitu. Tanggung jawabnya itu yang masih, saya 

tidak bisa mengatakan kepada PNS itu sudah bagus atau tidak. Karena 

pekerjaan yang mudah pun itu terkadang juga kaya masih ada sikap 

kaya ngeremkan gampangno kaya halah nanti aja nah ada kaya gitu-

gitu jadi sering kalimenyelesaikan dengan terburu-buru gamau 

mengikuti proses dulu, proses yang seharusnya dilalui dengan 

sistematis. Balik lagi kalau kemadirian juga berhadapan dengan 

kematangan berpikir ya. Namun setelah adanya GCG ya kami 

semakin dituntut untuk mandiri dalam pembagian tugas serta 

penyelesaian pekerjaan disini kan ada sakip ya mas dan km udah liat 

itu jadi dalam bidang masing-masing pegawai dituntut untuk mampu 

menyelesaika berpa surat dan dokumen yang telah kita siapkan 

sebagai TU apalgi bidang lain pasti gitu juga karena di sakip yang di 

publish di website itu dapat dilihat oleh semua orang kan kalau bidang 

mendapat capaian target yang jelek kepala bidangnya yang malu dan 

merasa gamau kalah, jadi sekarang kalau ditanya para kepala bidang 

dan sub bidang kaya memecut pegawainya untuk menyelesaikan 

pekerjaan masing-masing gitu. 
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Peneliti  : apa yang menjadi hambatan dari sisi pegawai terhadap penerapan 

GCG dalam peningkatanan mutu kepegawaian. 

 

Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Riset Dari Tempat Riset 
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian 

Lokasi Penelitaian BPSDM Jawa Timur 

 

 
 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur 

 

 
Gedung Pengelola Terpadu BPSDM Jawa Timur 
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Rapat Tim Penjamin Mutu, Bidang Penyusunan Program BPSDM Jawa Timur 

dengan IKCRS Bandung  

 

 

 
Wawancara dengan Ibu Lia Staff Tata Usaha BPSDM Jawa Timur 
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Wawancara dengan Ibu Ratnasari Pegawai Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar 

dan Manajerial 
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Lampiran 4. Lembar Perintah Revisi 
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Lampiran 5. Uji Plagiasi 
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